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ABSTRAK

Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon menempati tamakaf yang
diterima dari H Sama’un. Di atas tanah wakaf tasselH. Bahruddin Yusuf
telah mengembangkan sarana pendidikan agama Iskmagaimana peruntukan
harta wakaf yang diamanatkan si wakif), selain péngesantren yang sudah ada,
didirikan juga sekolah umum (yaitu MTs dan MA al-M@ah). KH. Bahruddin
Yusuf, selaku ketua nadzir (nadzir perseorangaes t#nah wakaf tersebut dan
dibantu sejumlah anggota nadzir, secara bersama-samngelola dan
mengembangkan (peruntukan) tanah wakaf tersebutmuNaselain nadzir,
terdapat pula beberapa orang (yang masih memilikuhgan keluarga dengan
KH Bahruddin Yusuf) yang terlibat dalam pengelolpamdok pesantren, bahkan
memiliki peran yang strategis dalam pengambilanjiedn.

Permasalahan yang diangkat berdasarkan kecurigbaigian masyarakat
sekitar pondok yang mengkhawatirkan adanya penyglgan pengelolaan harta
wakaf dengan adanya pelimpahan wewenang harta weiadda pengelola
lembaga pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitabfilam pengumpulan data
(data primer dan data sekunder) yang diperlukanelgemenggunakan metode
wawancara dan dokumentasi, yang kemudian penebtiganalisa data yang
sudah didapat secara analisis deskriptif.

Harta wakaf yang telah diterima nadzir dari waklikembangkan sesuai
dengan peruntukan wakaf. Pelimpahan wewenang ddriB&hruddin Yusuf
(Ketua Nadzir) kepada H Karyono, Lc. (dan lain-Jaiatas pengelolaan wakaf
merupakan pendelegasian pengelolaan wakaf. Peag&agni memiliki tujuan
agar di dalam pengelolaan lembaga pendidikan yandirbdi atas tanah wakaf
tersebut, pihak nadzir tidak mengalami kesulitan ngya menghambat
pengembangannya. Proses pendelegasian ini merupiategi nadzir untuk
memudahkan tugas-tugas dan kewajiban nadzir dalagka mengemban amanat
sesuai peruntukan wakaf. Serah terima kewenang@rga bukan berarti hak-hak
nadzir dibatasi, karena pengelola yang ditunjukzivacherupakan wakil yang
menjalankan tugas-tugas teknis di lapangan. Diuingari sisi hukum, pada
dasarnya pelimpahan wewenang wakaf hukumnya baetabarkan al-Qur’an,
Hadits dan konsensus ulama (ijma’). Berkaitan demgakaf, “nadzir tidak boleh
mewakilkan urusan pengelolaan wakaf, jika wakif syamatkan untuk
melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsungdoielga dan dia dilarang
untuk mewakilkan sebagian atau keseluruhan peragelolakaf kepada orang
lain”. Dalam hal ini si wakif, H Sama’un tidak meatgkan syarat apapun pada
saat serah terima tanah wakaf yang tertuang dnda&lkta Ikrar Wakaf. Oleh
karena itu, pendelegasian kewenangan yang terjpdtoddok Pesantren al-
Ma’unah tidak terhalang dari sisi hukum, yang bediperbolehkan.
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Artinya:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikann(gaempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu
cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
(QS Ali Imran, 3: 92)

" Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depart Agama RIAI-Qur'an dan
TerjemahnyaSurabaya: Mahkota, 1989, him. 91
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf berasal dari kat@aqf yang bermakn&abs (menahan). Istilah
waqf sendiri diturunkan dari katavagafa — yaqifu — wagfanyang
mengandung arti sama dendambasa — yahbisu — habsayaitu menahan.
Sehingga waqaf dipahami dengan menahan barang dangambil
manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikalemudian menurut syariat
Islam, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakaim, atau dengan

kata lain menahan harta dan mengalirkan manfaatijgéan Allah?

Pendapat Imam Muhammad Idris al-Syafi’, Imam Mad&n murid
Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad, wakaf gigyaratkan
penghilangan kepemilikan keuntungan yang diabaddeam pemberian pada
kepemilikan Allah. Karena keuntungan harus digunatami kesejahteraan

manusia dari awal sampai akfir.

Allah  telah mensyariatkan wakaf, = menganjurkannya n da
menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk rkatk@de diri kepada-Nya.
Orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal wakiiémudian Nabi

Muhammad memperkenalkan, menyerukan dan menganjuvk&af sebagai

! Fadlullah dan BTH. Brondgeest, Kamus, lilid 1V, Jakarta: Balai Pustaka, 1927, him. 1011.
2 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, cet. 1, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, him. 461.
3 Al-Syafi’i, Al-Umm, lilid 3, Beirut: Dar al-Kutub, 1993, him. 281.
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sebuah kebaikan yang diberikan kepada orang-orakig dlan orang-orang

yang membutuhkannya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersdbda,

@

s o 06 dos e B Lo & ot O e B g b
Ul Dl Wy 3w piE e gl sgls 800 @36 2 ) Alie gl 437

(b 0l9))

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rakaitu SAW telah
bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, paltusegala
amal kecuali tiga macam, yaitu: shadagah jariydmu iyang
bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orangatigHR
Muslim)

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa wakaf bukarydaeperti sedekah
biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaaanjiadap diri yang berwakaf.
Karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selamargamwakaf itu masih
berguna. Wakaf bagi masyarakat, dapat menjadshilah (jalan) untuk
kemajuan ummat yang seluas-luasnya. Bahkan umiaat kerdahulu dapat
berkembang dan maju dikarenakan dari hasil wakagan kaum muslimin.
Berkembangnya agama Islam seperti yang kita libkearaing ini di antaranya
adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Baagdbangunan masijid,
mushalla, madrasah, pondok pesantren, panti asidrarsebagainya hampir

semuanya berdiri di atas tanah wakaf.

4 Sayyid Sabiq, op.cit., hIm. 58.

> Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairiy, Shahih Muslim, terj. Adib Bisri
Musthofa, Jilid 3, Semarang: asy-Syifa, 1992, him. 27.
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Sejak Islam datang ke Indonesia, wakaf telah meikdoekontribusi
besar sebagai elemen penunjang dakwah, dan penmzanguasyarakat,
selain zakat. Wakaf merupakan pranata keagamaag mpamiliki kaitan
secara fungsional dengan upaya pemecahan masalaiiskkean dan

kepincangan sosiél.

Karena itulah, Islam sangat menganjurkan bagi emaagg yang kaya
agar mau menyerahkan sebagian harta atau tanabngakgpentingan Islam.
Ha ini dilakukan atas persetujuan bersama serta gtartimbangan
kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfgapégkembangan umat.
Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya dapasdkan oleh umat Islam
saat ini saja, akan tetapi dapat juga dirasakarfaanya bagi generasi umat

Islam pada masa-masa berikutnya.

Harta wakaf adalah amanat Allah yang terletak ngaéam nadzir. Oleh
karena itu nadzir adalah orang yang mempunyai wangmelakukan segala
tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan sasanthemperhatikan
syarat-syarat yang ditentukan oleh wdkiBegitu pentingnya kedudukan
nadzir dalam perwakafan, maka pada diri nadzirupéekdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu pula usa@hdalam pengembangan

harta wakaf harus sesuai denga hukum Islam.

6 Departemen Agama Rl., Perkembangan Pnegelolaan Wakaf di Indonesia, Yakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006: him. 83.

7 Ahmad Ashar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, ljarah, Syirkah, Bandung: al-Ma’arif,
t.th., him. 20.

Xiv



Pengawasan benda wakaf, pada dasarnya adalahmalallf. Tetapi
boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafngade orang lain, baik
perseorangan ataupun badan hukum atau organisas{ urenjamin agar
wakaf dapat terselenggara dengan peraturan yangganenseluk-beluk
perwakafan termasuk pengawasannya. Di Indonesgastulan wewenang
pengawasan terhadap benda wakaf, telah diatur dakEmuk Kompilasi

Hukum Islam.

Dalam hal ini bahwa orang atau badan hukum yanegridiieewenang
untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengeéida wakaf (nadzir)
adalah KUA, Pasal 277 KHI mengatur bahwa: “Pengawagelaksanaan
tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secasaf@-sama oleh Kepala
Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia damgBdilan Agama yang

mewilayahinya.”

Nadzir bukanlah pemilik dan tidak dapat disamakangan pemilik,
akan tetapi hanya berstatus sebagai pengelolaaetsmta layaknya pegawai-
pegawai dalam suatu perusahaan. Dalam PeraturaeriReah No. 28 Tahun
1977 (Pasal 1 ayat [4]) dan dalam Kompilasi Hukwharh (Pasal 215 ayat
[5]) kita jumpai adanya suatu rumusan yang samggnsiapa sebenarnya
Nadzir itu. “Nadzir adalah kelompok orang atau atiakum yang diserahi

tugas tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf.”

Pada ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyelautkbahwa

nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggawgb atas kekayaan

8 Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Pers, 1999, him. 102.
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wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafamasedengan tujuan

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh MeAgama.

Pemerintahpun telah memberikan jaminan perlindunggihadap
keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam UU Pdigraria (UUPA),
pasal 49 ayat (1), yaitu “Hak milik badan-badangeemaaan sosial sepanjang
diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamima akan memperoleh
tanah yang cukup untuk bangunan usahanya dalanmgikkkagamaan dan

sosial.®

Adapun persyaratan nadzir diatur dalam pasal 219pflasi Hukum

Islam dan pasal 6 PP No.28 tahun 1977, yAlitu:

=

Warga Negara Republik Indonesia,

2. Beragama Islam,

3. Dewasa,

4. Sehat jasmani dan rohani,

5. Tidak berada di bawah pengampunan,

6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanabenda yang

diwakafkan.

Mengingat besarnya potensi dalam rangka mensegédaier umat,

maka wakaf memerlukan pengelola yang akan bertindakk dan atas nama

? Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ll, Jakarta: Akademik Persindo,
1995, him. 168.

% 1bid., him. 350.
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wakaf dan mengurus segala macam harta benda yangsigk dalam lingkup

wakaf tersebut.

Praktek wakaf yang terjadi dalan kehiduapn masyrakelum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Banyakdekasus harta wakaf tidak
terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar ataalibbeke tangan pihak
ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikidgidak hanya karena
kelalaian atauketidakmampuan nadzir dalam emngdamamengembangkan
harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap maakate/ang kurang peduli
atau belum memahami status harta benda wakaf yemayusnya dilindungi
demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, idulags peruntukan

wakaf.

Untuk kepentingan umat, terutama terselenggaraagdigikan Islam,
Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon merupakan ssddih dari sekian
lembaga yang membuka diri untuk menerima harta fvdke masyarakat.
Dengan adanya harta wakaf yang mengalir ke Pondskrren al-Ma’unah,
diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap ipéwh masyarakat luas.
Harta wakaf yang untuk kepentingan sebagaimanaruperdirinya Pondok
Pesantren al-Ma’unah, sudah seharusnya dikelolarasderbuka, transparan
dan profesional dengan mengikuti kaidah-kaidah ksalaaan sesuai dengan
peraturan yang berlakd, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi

sebagian masyarakat atas pengelolaan harta wagebiz.

' Ketentuan-ketentuan perwakafan (syarat dan tugas nadzir) diatur dalam UU No.
41/2004 tentang Wakaf.
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Untuk mencapai semua itu, maka dibentuklah sebwgderigurusan
dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu, pengurug) yaengelola wakaf
(nadzir) tersebut harus melaksanakan tugasnya asegeofesional agar

pengembangan wakaf dapat terwujud sesuai dengasipsyariah.

Kenyataannya, masih ada sebagian masyarakat dasddrdirinya
Pondok Pesantren al-Ma’'unah yang menaruh rasaacatigs pengelolaan
harta wakaf yang diterimanya. Ada pihak lain yaiugk termasuk anggota
nadzir, justru memiliki peran yang besar dalam périgan harta wakaf
tersebut. Masalah lain adalah tidak pernah adamgasgaransi pihak
pengelola (nadzir) bagi masyarakat umum serta tmakah adanya laporan

kepada BWA? maupun publik.

Keterlibatan "orang lain” (di luar anggota nadziiglam pengelolaan
harta wakaf tersebut, diduga menjadi sumber magala) membuka peluang
terjadinya penyelewengan harta wakaf. Terlebih, lpgira pengelola harta
wakaf dalam pesantren (baik nadzir maupun bukaainagrsebut memiliki

hubungan kekeluargaan satu sama lain, tertutupaklaeis masyarakat sekitar.

Tercatat ada nama-nama bukan nadzir tetapi menpékan penting
dalam pengelolaan harta wakaf, yaitu H Karyono, NQr Hakim, Anisah,

Budi Hartanto, Solikhin, Muslicha Ahmad, Khamim kin Makhrus, Ida

2 salah satu tugas nadzir adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Lihat UU
No. 41/2004 tentang Wakaf, pasal 11. menurut KHI, nadzir diwajibkan membuat laporan secara
berkala kepada KUA kecamatan setempat. Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, pasal 200, ayat (2).
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Farida dan Mukti Ali Fauzi. Masing-masing memiligposisi dalam

kepengurusan Yayasan, MTs maupun MA al-Ma’uftah.

Kegiatan pengelolaan harta wakaf di Pondok PesardldVia’'unah
Cirebon yang masih persoalan ini menarik untuk jdilebih lanjut bagi
peneliti. Kajian akan difokuskan pada masalah "R&ghsian Pengelolaan

Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma’'unah Cirebon”, gabpudul skripsi.

. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka beberapa peratamalyang akan

peneliti temukan jawabannya lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pendelegasian pengelolaan wakaf di Poidsantren al-

Ma’'unah Cirebon?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendekegasengelolaan

wakaf di Pondok Pesantren al-Ma’unah Cirebon?

. Tujuan Penelitian

Telah menjadi suatu pedoman bahwa setiap perbyatandilakukan
pasti mempunyai tujuan. Demikian pula halnya dengaryusunan skripsi ini,

tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pendelegasian pengelolakafwdi Pondok

Pesantren al-Ma’unah Cirebon.

B Lihat Struktur Organisasi Yayasan, MTs, dan MA al-Ma’unah Cirebon. (Terlampir)

XiX



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ekegasian

pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma’unaébOn.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah berdasarkan studi kasus Hharkadengan
pendelegasian pengelolaan wakaf yang terjadi did&lonPesantren al-
Ma’'unah Cirebon. Oleh karena dalam penelitian imdak lepas dari
keberadaan literatur, maka peneliti akan menyebukdoerapa literatur yang

menjadiprevious findingpenelitian, penelmuan sebelumnya).

1. Skripsi yang ditulis Afik Achsanti di Fakultas Siar IAIN Walisongo
Semarang yang berjudul “Analisis Terhadap Pengatol@anah Wakaf
oleh Yayasan Pomesmawi di Kebarongan Kemrajen Baagu Dalam
tulisan ini dijelaskan bahwa mengenai pelaksanaanpgngelolaan wakaf
di Yayasan Pomeswami belum sesuai dengan kemgstranada, dalam

artian belum sesuai dengan hukum Islam dan UUdtiresia-*

2. Skripsi yang ditulis oleh Mamik Sunarti di Fakult&yari'ah 1AIN
Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukurtars Terhadap
Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study LapangariaH&/akaf
Masjid Agung Semarang)”. Dalam tulisan ini dijelaskbahwa diduga
adanya indikasi rekayasa dan pihak penukaran dagademelibatkan

beberapa pejabat dan orang-orang yang bersangialam proses tukar-

M Afik Achsanti, “Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Pomesmawi
di Kebarongan Kemrajen Banyumas”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN
Walisongo, 1995.
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menukar tanah wakaf Masjid Besar Semarang dengaah tiin yang

berada di Kabupaten Demak.

Skripsi yang ditulis Durrotin Nihayah di Fakultasya®’ah IAIN

Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukuntars terhadap
Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi di BKM Kabupatem&k)”. Dalam
tulisan ini dijelaskan bahwa dari dana umat yarkeldia oleh BKM

Demak tadi, harusnya dirasakan manfaatnya oleh araisat lain™®

Skripsi yang ditulis oleh Siddiq Nurjaman di Falaglt Syari’ah UIN
Yogyakarta yang berjudul “Persengketaan Perwakatmah Milik dan
Penyelesaiannya”. Dalam tulisan ini dijelaskan batapabila penyebab
terjadinya perselisihan wakaf adalah belum adameytfikat tanah, maka
keberadaannya mutlak diperlukan dan usaha sesifikharus
dilaksanakan, dan faktor yang menjadi penghambatriyarus

dituntaskart’

> Mamik Sunarti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf

(Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan
Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

'® purrotin Nihayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi

di BKM Kabupaten Demak)”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo,

v Siddig Nurjaman, “Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya”,

Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN, 2003.
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5. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Fahmi di FakultéByari'ah UIN
Yogyakarta yang berjudul “Sengketa Tanah Wakafki$tudi Kasus di

Kec. Selong Kab. Lombok Timur}®

6. Buku Wakaf Produktif karya Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.,
membahas tentang komponen yang berkaitan dengaaf.wekif, ikrar,

nadzir, benda yang diwakafkah.

7. Buku Figih Wakaf membahas tentang hal-hal pokok yang perlu
disosialisasikan di lingkungan masyarakat, orgaigeganisasi Islam dan

para nadzir yang mengelola tanah wataf.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, yang semuagydanas tentang
wakaf, tidak ada satupun yang bersinggungan dengealah pendelegasian
pengelolaan wakaf dalam sebuah lembaga pendidikdeh karena itu
penelitian di sini berbeda dengan penelitian-p&aalisebelumnya, terlebih
lagi obyek penelitiannya dalam hal ini adalah PénBesantren al-Ma’unah
Cirebon.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangfeld research,

yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangjadaerah atau

¥ Khairul Fahmi, “Sengketa Tanah Wakaf Milik (Studi Kasus di Kec. Selong Kab. Lombok
Timur)”, Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN, 2003.

¥ Abdul Gani Abdullah, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008,
him 153.

20 Departemen Agama RI, Figih Wakaf, Jakarta: Departemen Agama.
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lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyatabeéaar” Obyek
lapangan penelitian yang dimaksud di sini adalahdBk Pesantren al-

Ma’unah Cirebon.
2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana digdat

diperoleh?? Ada dua sumber data yang dipergunakan, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data dari sumber-sumber priry&ity sumber asli
yang memuat informasi / data tersebut. Adapun sumideer dalam
penelitian ini adalah informasi yang diperoleh daoindok Pesantren
al-Ma’'unah Cirebon, antara lain pimpinan/pengelalakif, nadzir,

dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari kiepaistakaan,
buku, dokumen dan lain sebagainya. Data sekundesraleh dari
sumber pendukung untuk memperjelas sumber date&phkerupa data
kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahabgek

penelitian®®
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, d&dala

! Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, cet vi, Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1993, him. 31

22 syharsimi Ariku nto, Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktek, cet Xll, Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1998, him. 120.

2 saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, him. 91.
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a. Wawancara / Interview

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara duagoaau
lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diaralpada suatu
masalah tertentu. Interview merupakan metode pepglan data
yang menghendaki komunikasi langsung antara pellyetiengan
subyek, atau respondéh. Dalam melaksanakan interview,
pewawancara (peneliti) membawa pedoman secaralggses tentang

hal-hal yang akan ditanyakan.

Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan pgmap /
pengelola, wakif, nadzir, pihak-pihak yang ditunjolleh nadzir yang
bersangkutan untuk memperoleh data tentang peraédey
pengelolaan wakaf yang terjadi di Pondok PesanakMa’'unah

Cirebon.
b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sekumpulan data yang barke
tulisan seperti dokumen, buku-buku, majalah, peaatperaturan,
catatan harian dan sebagaifiyaMetode ini digunakan untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendedegpsngelolaan

harta wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren aldii@h Cirebon,

** Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan: Suatu TInjauan Dasar, Surabaya: SIC,
1996, him. 67.

> Suharsimi Arikunto, op.cit., him. 144.
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antara lain berupa AD/ART, peraturan perwakafan &amtipikat

Wakaf.
4. Metode Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah sisalilata
kualitatif. Teknik pengelolaan data ini bertolakridaerbagai fakta yang
teridentifikasi yang muncul atau merupakan periliti deskriptif
sebagaimana penelitian yang terjadi saaf®iktau dengan kata lain,
bahwa data yang tidak bisa diukur atau dinilai d@ngngka secara

langsundf’

Dalam menganalisa data, dipergunakan metode anatiaia
normatif. Data normatif merupakan kegiatan untuk ngaglakan
sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertissematisasi berarti
membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukuraligetiersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan kontrtfksi.

Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskiypiif) cara
penulisan dengan menggunakan pengamatan terhagkp, geeristiva

dan kondisi aktual di masa sekarang.

*® Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1996, him. 274.

7 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, cet ke-2, 1990,
him. 134.

28 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003, cet ke-5, him. 195-196.

2 Wasty Soemanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, him.
15.
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F. SistematikaPenulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dasiskem yang

dapat

menunjukkan gambar utuh dalam skripsi ini, kanapenulis

menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan epgan, telaah

pustaka, metode penelitian dan sistematika pemusikapsi.

: Bab ini merupakan landasan teori yang itératas tiga sub bab

yaitu tentang wakaf, nadzir dan pendelegasian pelage
wakaf. Pada sub bab pertama, yaitu tentang wakamumat
pengertian wakaf, dasar hokum, unsurr dan syar&afwaan
macam-macam wakaf. Pada sub bab kedua adalah panger
syarat dan tugas nadzir. Pada sub bab ketiga, hadala
pendelegasian pengelolaan wakaf (yang terdapainddtedang-

undang Wakaf).

: Bab ini berisi tentang pendelegasian pelotpan wakaf di

Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon. Yang termaduk
dalamnya adalah gambaran umum tentang pesantrem, da

praktek pendelegasian pengelolaan wakaf di ponde&ngren.

. Analisis hukum Islam, merupakan pokok igang di dalamnya

menyangkut tentang analisa hukum Islam terhadap
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pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesardlen

Ma’unah Cirebon.

BABYV  : Penutup. Bab ini berisikan tentang kesingoyl diikuti dengan

saran-saran, dan diakhiri dengan kata penutup.
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BAB Il

PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF

A. Wakaf

1.

Pengertian Wakaf
Kata wakaf atauwagf (t—*'@;l\) berasal dari bahasa Arab yang

berasal dari akar katsa-ga-fa(—2s) berarti menahan, berhenti, diam di
tempat atau berdiri. Katavagafa-yaqgifu-wagfarsemakna dengan kata

habasa-yahbisu-tahbisan(—s_~=ill (e w—.\aj\) maknanya terhalang
menggunakan. Kata waqf dalam bahasa Arab menganmakiga; (< Sl

Juedl) (i) <), artinya: menahan, menahan harta untuk

diwakafkan, tidak dipindahmilikkai.

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang &lema objek
atau benda yang diwakafkaral{nauquf bih atau dipakai dalam
pengertian wakaf sebagai institusi seperti yangldipdalam perundang-
undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf bermakr@eko yang

diwakafkan atau institust.

1011.

%0 Fadlullah dan BTH. Brondgeestamus Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1927, him.

31 Juhaya S. PrajaPerwakawan di Indonesia, Pemikir, Hukum dan Perkamghn

Bandung: Yayasan Piara, 1995, him. 6
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Menurut Tagiyyuddin Abu Bakar, wakaf adalah menahanta
yang bisa dimanfaatkan (untuk umum) tanpa mengutaaga itu untuk
mendekatkan diri kepada All&h.

Dari definisi di atas, wakaf dapat mencakup pefmersebagai
berikut?*

a. Harta benda milik seorang atau kelompok;

b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya, tidlakis apabila
dipakai;

c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya tidak bis&emibalikan,
diwariskan atau diperjualbelikan;

d. Manfaat dari harta benda tersebut adalah untukritEgan umum

sesuai dengan anjuran agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang aiVak
ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakituk
memisahkan atau menyerahkan sebagian harta milikoyduk
dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertemsuas dengan
ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahtenamum menurut

syari’ah®*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwaakaf

adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompalg,oedau badan

%2 Tagiyuddin Abu Bakarkifayatul Ahyar, Juz ISemarang: Toha Putra, him. 319.
% Hendi SuhendiFigih Mu’amalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hli. 24
3 UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (1)
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hukum dengan memisahkan sebagian harta benda yailikdan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepantitigdah atau

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agsiamf

Definisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlitztkadanya
perluasan pihak wakif. Dalam Peraturan Pemerintaim® 28 Tahun
1977, pihak wakif yang dinyatakan secara eksphiaityalah dua, yaitu
perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam Kanidili&kum Islam,
pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompoing, atau badan

hukum.
2. Dasar Hukum Wakaf

a. Wakaf dalam Al-Quran

S

S glds 15 ke siang 580 5T 0 G
{%77 :G’L‘%} én} /°.£

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lalanku, sujudlah
kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan,
supsgya kamu mendapat kemenangan”. (QS. al-Hajj, 22:
77)

DB o @ O 5o 1 haE Ug 03 Ggia Zs o o
%92 10 e
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kg (yang

sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta
yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahmkaka

% KHI, Bab 1, pasal 215, ayat (1)

% yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depamtégama RI.Al-Qur'an dan
TerjemahnyaSurabaya: Mahkota, 1989, him. 523
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ses#ngguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran, 3
92)

Ko e g el s 1 L o Al 3k gl s
§261 15l aule At A 1Lag o) Casliad Ay s i

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan otetapg-orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalatupser
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bpdida
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allatha
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-&af,
2: 261%°

b. Hadits Nabi

;;;; 2

ALy ale dil llas i O3l O Aied Al amy 55008 ol (e
dle ol 45515 A8ala (6 G V) Al pdafil 231 GY Ca T Qs
(ebose o1 5) 4132 55 ellia o155 4 il
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rakath SAW
telah bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia,
putuslah segala amal kecuali tiga macam, yaitu sfed

jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang
mendo’akan kepada orang tuanya.” (HR. Musfit).

Sl A U iad Glial 1 JE Legie il ) jee 0l e
S A5k 5 08 G s e @1 L
L Ao e O 5 18 Yl Gl 8 Ul Gl

Eaa b G ol e ) e A O30 A5 0 4y 0

%7 Ibid., him. 91.
%8 |pid., him. 65.

% Adib Bisri Musthafa,Tarjamah Shahih Muslimlilid 3, Semarang: asy-Syifa: 1992,
him. 105.
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SV U W Dae Ly (MLE gy CéiaD Gl
Al Jile A5 Gofl) s o)) 8 G B3l 5 08 &5
e GG O G5 de Lo LAY calally QA s

(e o)5) I3 D3 alay iy haall

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a., berkata bahwa sahablmbar ra
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian
menghadap kepada Nabi SAW untuk memohon petunjuk.
Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkardaabi
tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkata har
sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan
kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Bilal kamu sukamk
tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan
(hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadagah,ktida
dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwarisk&erkata
Ibu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang
fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, itsabil dan
tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagigya
menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari
hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau nikkegan
tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Musfitn)

Hadits lain:

Ul & sy il 2 lia A Dl 0606 s il e
B350 8 ka ) andl 1 Y sl A iS00 0 G i
Lo iy Wellal (il ¢ aalia (il 08 (g (3T

(plose 5 s ol 5 )

Artinya: Dari Umar, ia berkata, Umar mengatakan adgp Nabi
SAW, “Saya mempunyai seratus dirham saham di Kihaiba
Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya
kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkah
Nabi SAW mengatakan kepada Umar, “Tahanlah (jangan
dijual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pdldan

“0pid., him. 110.
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jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bark
dan Muslim§*

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan as-Sunyeiy
menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit geakum-hukum
wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumbebigrsMeskipun
demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedkitiampu menjadi
pedoman para ahli figih Islam. Sejak masa KhulaRasyidin sampai
sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hulkwmhu
wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagiakuhuhukum

wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtiffad.
c. Wakaf dalam Hukum Positif

1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentangk2éavaTanah
Milik, yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Wakafupa tanah
milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya kuntu
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lairsgsuai

dengan ajaran Islam.

2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat (1), wakafalad
perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau biagleum
yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepantihgdah

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajdian Is

“11bid.
“2 Jaih Mubarakyakaf ProduktifBandung: Refika Offset, 2008, him. 12.
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3) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi ridamsyaratnya.

Rukun wakaf dalam figih ada 4 (empat) macam, yaitu:

a. Wakif(orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus menyai

kecakapan hukum atallamalul ahliyah (legal competent dalam

membelanjakan hartany&gharruf al-ma). Dalam pasal 7 UU No. 41

tahun 2004, wakif meliputi:

1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratamsae
berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbubtdum dan
pemilik sah harta benda wakaf;

2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan @gsinuntuk
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sedeagan
anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;

3) Badan hukum, adalah apabila memenuhi ketentuannmgasuai
dengan mewakafkan harta benda milik badan hukumasdengan

anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Mauquf ‘alaih(orang yang diberi amanat wakarf)

XXXV



Yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih adalah tujuakaiva
(peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalaatas-batas

yang sesuai dan diperbolehkan syaHat.

Syarat-syaramauquf 'alaihadalahqurbat atau pendekatan diri
kepada AllaH* Wakaf adalah perbuatan yang bertujuan untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yarepjadi obyek
atau tujuan wakafnfauquf ‘alail-nya harus obyek kebajikan yang

termasuk dalam bidargurbatkepada Allah.

Sementara, pemaknaan istilaauquf ‘alaihsering disebutkan
dengan istilamadzir sebagai pelaksana dan pengelola wakaf. Secara
spesifik dalam UU No. 41 tahun 2004, pemaknaaauquf ‘alaih
dipisahkan lebih tegas dengan mencantunmeatzir sebagai pengelola
dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta bealaf, yang
konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhaeapntukan

harta wakaf di kemudian wakfa.

3 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakixih Wakaf Jakarta: Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan P29, him. 45.

4 Farida PrihatiniHukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknyindonesia
Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan FH Ul, 2005) delm. 116.

% Harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminarisita, dihibahkan, dijual,
diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk t@nnya. Terhadap harta benda wakaf yang
ditukar baik status, fungsi dan fisiknya atas pejsan Badan Wakaf Indonesia dengan salah satu
pertimbangannya adalah kepentingan umum menyesu&kacana Umum Tata Ruang (RUTR)
sesuai dengan UU dan tidak bertentangan dengarasydJU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
pasal 40, 41.
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c. Mauquf(Harta Benda Wakaf)

Syarat-syarat bagi sesuatu (barang) yang diwakaflah
bahwa harta wakaf-{ <) merupakan harta yang bernilai, milik yang

mewakafkan (wakif) dan tahan lama untuk digunakdarta wakaf
dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupansapada
perusahaan dan berupa apa saja yang lainnya, pemigg pada harta
yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikipa (semaksimal

mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan ateniukeyart.’

Agar harta yang diwakafkan itu sah, maka harta &eyahg

diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagikiibéf

1) Benda yang diwakafkan itu harasutagawwimdan agar. Yang
dimaksudmutagawwimadalah barang yang dimiliki oleh seseorang
dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan omem syariat
(Islam) dalam keadaan apapun, misalnya kitab-kitab barang-
barang tidak bergerak. Di samping itu benda tetsglga harus

‘agar (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatny

2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dani pasasan-

batasannya.

3) Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepamyaakif

secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.

“®Hendi Suhendipp.cit, him. 243
4" Farida Prihatinipp.cit, him. 112.
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4) Benda yang diwakafkan harus kekal.
d. Shighat f&x=) atau pernyataan wakaf

Shighat adalah segala ucapan, tulisan datau isglarabrang
yang berakal untuk menyatakan kehendak dan mekgelaspa yang
diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengjab saja dari
wakif tanpa memerlukagabul darimauquf ‘alaih*® Begitu jugagabul
tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidakjat syarat untuk
berhaknyamauquf ‘alaih memperoleh manfaat harta wakaf. Kecuali
pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pentlagpebagian

madzhald®

Dalam pasal 21 UU No.41 tahun 2004 tentang Wakedtus
pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam d&tr wakaf, yang
paling sedikit memuat:

1) Nama dan identitas wakif;

2) Nama dan identitas nadzir;

3) Data dan keterangan harta benda wakaf;
4) Peruntukan harta benda wakaf; dan

5) Jangka waktu wakaf.

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam:

8 Ahmad Rofigq,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997,
cet. 2, him. 497.

“9 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wagpfcit, him. 55.
0 Mughni asy-SyarbiniAl-Muhtaj, Juz I, Kairo: Musthafa Halabi, him. 832.
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1) Lafadz sharih, seperti:
Gy Eadaay Ll
Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sdnhl

wakaf tersebut. Sebab lafadz tersebut tidak menganduatu

pengertian lain kecuali kepada wakaf.
2) Lafadz kiasan (kinayah), seperti
Sy aa Ay Cddia
Kalau lafadz ini harus dibarengi dengan niat wakaf.
4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukannya, ditujukanp&da siapa

wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dnapam™
a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang teue
seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukaakaW seperti ini

juga disebut wakadzurri.

Wakaf sejenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadapga
disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang dipealkan bagi
kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkunganatgh (family),

lingkungan kerabat sendf.

*1 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wagpfcit, him.14-16.
*2|bid, him. 14.
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b. Wakaf Khairi
Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingaamag
(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan urtiu@®perti wakaf
yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masgéplah,

jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatimailarsebagainya.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salahsegi dari
cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jaldahABWT. Dan
tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannyaupsian salah satu
sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, ddyssperibadatan,
perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanarebagagnya. Dengan
demikian, benda wakaf tersebut benar-benar teramafaainya untuk
kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untekiakga atau

kerabat yang terbatas.

Pada zaman Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, walaédakan
menjadi tiga, yaita*

a. Abas, adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkark wektor usaha
perkebunan yang hasilnyasgmaral) digunakan untuk pengelolaan
masijid.

b. Awgaf hukmiyah, adalah tanah-tanah wakaf di Meaim &airo (yang

didayagunakan secara komersial, pen.), pengelole@a “suci”

*3 Sayyid SabigFigh as-SunnahLebanon: Dar al-‘Arabi, 1971, him. 378.
> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wagpfcit, him.14.
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tersebut, atau secara bahasa berarti wakaf Negangdaraan) yang
meskipun berbeda usia dan agama.

c. Awgaf ahliyah> adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya
yang manfaatnya didermakan dalam bentuk bantuaial sdsri
anggota keluarga yang berkecukupan untuk anggdizade yang
kurang dan atau tidak mampu.

Sementara Qahaf juga membagi wakaf menjadirfiga:

a. Wakaf sosial (khairi);

b. Wakaf untuk keluarga (ahli); dan

c. Wakaf gabungan (musytarak) karena manfaat wakakelbeit

disedekahkan kepada masyarakat dan keluarga sstaiggus.

Di samping itu, Qahaf juga membedakan wakaf dagi sara
pemanfaatannya menjadi dua:

a. Wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujsacara
angsung, seperti: Masjid, digunakan untuk shalamah sakit,
digunakan untuk pengobatan, dan lain-lain.

b. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiptaduksi yang

hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan walekfafvproduktif).

> M.A. Manan,Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumenvisan Islamter;.
Tjasmijanto dan Rozidyanti, (Jakarta: CIBER dan PKDI, t.th.), him. 33.

*% Jaih Mubarakop.cit, him. 12.
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B. Nadzir

1.

Pengertian Nadzir

Nadzir Wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk
memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sefragan tujuan
perwakafart! Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya
menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menydsa hak pengawasan
wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan nmaoiganisasi.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oéatzir
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah. Ddandanengelola dan
mengembangkan harta benda wakafjzir dilarang melakukan perubahan

peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasateirtiilis®®
Syarat-syarat Nadzir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006arignt
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ntertsakaf
ditegaskan bahwaadzir mencakup tiga macammadzir perseorangan,

nadzir organisasi danadzirbadan hukun?

Nadziradalah orang yang paling bertanggung jawab tephbdea
wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta walkasendiri maupun

terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannyh. Katena begitu

him. 63

" Elsi Kartika Sari,Pengantar HukunZakat dan WakafJakarta: PT Grasindo, 2007,

*%1bid., him. 77.
%9 Jaih Mubarokpp.cit, him. 153.
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pentingnya kedudukanadzir dalam perwakafan, maka pada digadzir

perlu terdapat beberapa persyaratan yang harusufipgaitu®

a. Nadzirperorangan:
1) Warga Negara Indonesia;
2) Beragama Islam;
3) Dewasa;
4) Amanah;
5) Mampu secara rohani dan jasmani;
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
7) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak bendengy

diwakafkannya.

b. Nadzirorganisasi
1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhatsyarat

nadzirperorangan;

2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidangialsos

pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaam. Is|

c. Nadzirbadan hukum
1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhatsyarat
nadzirperorangan;
2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengeaatypan

perundang undangan yang berlaku; dan

€ |pid., him. 154.
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3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidangialsos

pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamkzaam. Is

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertianbgrkaitan
langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upayauyhtifcari aset wakaf.
Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakasdéudiri menghendaki
agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendanpadmasil yang akan
dinikmati oleh mauquf ‘alaih. Semakin banyak hdsrta wakaf yang
dapat dinikmati orang, akan semakin besar pulalpafamg akan mengalir
kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, deii hukum figih,
pengembangan harta wakaf secara produktif meruplagasajiban yang

harus dilakukan oleh pengelolanyeadzir).
Dalam KHI di Indonesia kewajiban dan hak-heddzir adalah™

a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jaatals
kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaanakafan sesuai
dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yaagurdoleh

Menteri Agama.

b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atasiaemal
yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimatsladn ayat
(1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamaetempat
dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan Gianat

setempat.

®1 Abdurrahmankompilasi Hukum Islam di IndonesiRasal 200, ayat (1)-(3)
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c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dagat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 emamg
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004nteitéakaf juga

ditetapkan tugas dan masa balddzir.

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
menyebutkan tugas-tugaadzir meliputi:
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf isdesngan
tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaiésdh.

Dan apabila dalam mengelola dan mengembangkan bartda
wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengaadzir lain apabila yang
bersangkutan:

a. Meninggal dunia;
b. Berhalangan tetap;
c. Mengundurkan diri; dan atau

d. Diberhentikan oleh badan Wakaf Indone¥ia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gakahl1l,

nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas glelagn dan

62 peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasafat (1)
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pengembangan harta benda wakaf yang besarnya middbihi 10%

(sepuluh persen).

Sedangkan ketentuan mengenai masa Iekizir pertama masa
bakti nadzir perseorangan adalah lima tahun dan dapat diakgkaibali.
Kedug pengangkatan kembakadzir dilakukan oleh Badan Wakaf
Indonesia dengan syarat ia telah melaksanakan nygagack record
dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari'ah daatpran perundang-

undangan.

C. Pendelegasian Wewenang Wakaf
1. Pengertian Pendelegasian Wewenang

Dalam bahasa Arab, pendelegasian wewenang diskhitadah,
yang berasal dari kat&!! »¥) JS — JS5 yang berarti “menjadikan

pengganti untuk urusannya” dan disandarkan kepadakgrena

ketidakmampuan atau mencari kenyamatian.

Menurut al-Kasany dalam kitabBada'i'u al-Shana'i, secara
etimologisal-wikalah dalam bentuk mudzakar berarti:
- Pemeliharaan atau penjagaan,

Seperti dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 173:

% Jmam Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawgyarah al-Muhadzdzatluz 14, tt., Dar
Ilhya’ al-Turatsi al-Araby, t.th., him. 154.

%4 Dikutip dalamal-Muhadzdzapibid.
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65 ) 24315 343226 20 1 18 0 &y 2 24 06 o,

$173 :00es I A9 2355 41 s

...Mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi Penoldami
dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” (QS Alrdm, 3: 173y

QS al-Muzzammil ayat 9
49 : b g 8356 AN Y s 6,2 &
“(Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhgang berhak
disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebkgiindung.”
(QS al-Muzzammil, 73: §5
- Sandaran dan penyerahan
Seperti dalam QS Yusuf: 97
467 :Cmndp 055520 50 e 0555 e
“...kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kaagh
saja orang-orang yang bertawakal berserah diriS {Q@suf, 12:
67)67
Menurut syariatal-Wikalah dipakai untuk kedua makna tersebut

sesuai dengan makna etimologisnya, yaitu penyeradk@menangan

menjalankan suatu urusan dan pemeliharaan kepada®va

Menurut al-Kabisi yang dimaksud dengan perwakilan adalah
menempatkan orang lain sebagai ganti dirinya datetakukan berbagai
prosedur yang boleh dilakukan dan boleh diket&hBerwakil yaitu

menyerahkan pekerjaan yang boleh dikerjakannyadeegang lain, agar

% Departemen Agama Rbp.cit, him. 106.

®® Ibid., him. 989.

*" Ibid., him. 359.

% Imam Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawlgc.cit.

%9 Muhammad Abid Abdullah al-KabisHukum Wakafcet 1, Jakarta: Dompet Dhuafa

Republika dan [IMaN, 2004, him. 453.
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dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berlikakiendelegasian
kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk nkalalatau tidak

melakukan sesuatu yang diberikan dari pihak atespada bawahaf!.
. Hukum Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang (al-wikalah) hukumnya boleh

berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan konsensus ulama’), "

Dalil al-Qur'an

Firman Allah SWT,

35wl adleddis e sl sl spall Bt Gy
;,rp g o0 s > St 5 4 J Jote 3 Gy &5 B

460} .5

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalahulunbrang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakadra
muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakanoyak,
orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah daangrorang
yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatapaateyang
diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Ma
Bijaksana. (QS at-Taubah, 9: 6b)

419¢ R JJ eds v_}iﬁjy v_}(.x}\ KA

Artinya: ...Maka suruhlah salah seorang di antaraikgergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini... (QS al-Kahfi19§?

Dasar al-Wikalah dari as-Sunnah:

0 www.kiva.org, konsep pendelegasian atau pelimpakarenangan

" Ibnu QudamahAl-Mughni Juz 6, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 1997), him.619
2 Departemen Agama Rbp.cit, him. 288.

3 Departemen Agama Rbp.cit, him. 446.
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1. Diriwayatkan dari Urwah bin Al-Ja’d RA, ia berkat®atang kepada
Rasulullah SAW pedagang dari luar, kemudian befi@@mberikan
uang satu dinar, dan berkata: “Datangilah pedagianigluar itu dan
belikan untuk kita seekor kambing.” Maka aku datasigpedagang
dan menawarnya, kemudian aku membeli dua ekor kegndeharga
satu dinar, dan menuntunnya pulang. Di jalan akteb®l seorang
laki-laki yang menawar kambing itu dan akupun mahjgeekor
kambing kepadanya dengan harga satu dinar. Kemudikmn
mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kambimgy uang
satu dinar dan aku berkata, “Wahai Rasulullahdiailah uang dinarmu
dan ini adalah kambingmu.” Beliau menjawab, “Bagaia kau
melakukannya?” Kemudian aku bercerita kepadanya Udaliau
berdo’a, “Ya Allah berkahilah ia di dalam usahafy4R Abu Dawud,
al-Utsram dan Ibnu Majah.

2. Dari Jabir bin Abdillah RA ia berkata: “Aku ingineluar ke daerah
Khaibar, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW Udarkata:
“Aku ingin pergi keluar ke daerah Khaibar,” kemudideliau
bersabda: “Datangilah wakilku, ambillah darinyavt&saq, apabila ia
meminta bukti darimu, maka letakkan tanganmu dis atialang
selangkanya.” HR Abu Daud.

3. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah mewakilkan perhannya
dengan Ummu Habibah kepada Amr bin Umayah al-Qhabeyitu
juga 7Tewakilkan pernikahannya dengan Maemunah leepalou
Rafi’.

Dasar al-Wikalah dari Ijma’:
Para ulama telah sepakat tentang kebolehan akaalalwikDan
karena dituntut kebutuhan akan hal itu, karenageairang tidak mungkin

memenuhi kebutuhannya sendiri maka dibutuhkanlahaélan.”

Menurut Sulaiman Rasjid, hukum berwakil bisa mengahah,

kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, daanh&alau pekerjaan

* Ibnu Qudamahop.cit, him. 197.
> Ibid.
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yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan ntakdlau pekerjaan

itu makruh?’®

Dalam hal pendelegasian wewenang wakaf, Pasal Idangn
undang Pengelola Wakaf Nomor 46 tahun 1970 mengatakagi
pengelola dengan persetujuan Kantor Wakaf berhakkumengangkat

satu wakil atau lebih dalam mengelola dan dia mggang gaji mereka.

Memperhatikan prakondisi dan pedoman dalam melaksan
pendelegasian kewenangan, dapat diharapkan maddaiapelimpahan

kewenangan antara lain:

1. Dengan pelimpahan wewenang, pemimpin dapat melakiokgas-

tugas yang pokok saja;

2. Alat untuk manajemen waktu bagi seorang manajel ydibebani

tanggung jawab berlebihan;

3. Pendelegasian adalah yang sebuah bentuk pengkaygas fob

enrichment yang kemungkinan akan membuat pekerjaan seorang

bawahan menjadi lebih menarik, menantang, dan ledidrti.

lbn Qudamah menyebutkan dalam kit#-Mughni’’ bahwa
perwakilan dibolehkan dalam hafiawalah (pemindahan utang)ahn
(penggadaian),dhaman (jaminan) dankafalah (tanggungan),syirkah

(koperasi/persekutuan)vadi’ah (penitipan), mudharabah (bagi hasil),

® Sulaiman Rasjidgigh Islam terj., Jakarta: at-Tahiriyah, 1976, him. 306.
" Lihat Ibnu Qudamalgp.cit, him. 198.
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jralah, musaqgah ijarah (penyewaan), gardh (pinjaman), shulhu
(perdamaian) wasiat hibah wakaf sedekah fasakh (pembatalan) dan
ibra’ (pembebasan). Sebab semuanya itu bisa disamakgardgial beli
yang membolehkan perwakilan, agaknya tidak adaepedn pendapat

dalam masalah tersebut.

Para fugaha telah sepakat bahwa nadzir berhak nilkarak
sebagian pekerjaan atau keseluruhan dari pengelbkga wakaf kepada
orang lain. Hanya saja sebagian fugaha membatadgimtidak boleh
mewakilkan urusan pengelolaan wakaf, jika wakif syamatkan untuk
melaksanakan pengelolaan wakaf secara langsungdalielya dan dia
dilarang untuk mewakilkan sebagian atau keselurydengelolaan wakaf

kepada orang laiff

Perlu diingat, bahwa hak pengelolaan yang diberikepada
seorang wakil tidak berpengaruh pada hak yang memisvenang. Dia
tetap boleh ikut serta dalam pengelolaan wakaf. kies sudah ada
wakilnya. Sebab, orang yang memiliki hak melakuls@suatu perkara
sesuai kehendaknya sendiri, dia boleh mewakilkgpad@ orang lain
untuk menggantikan dirinya melakukan perkara iten@an syarat perkara

yang dilakukan itu termasuk perkara yang boleh Kilkan.

8 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisip.cit, him. 453.



BAB Il
PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF

DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON

A. Profil Pondok Pesantren al-Ma’unah Cirebon
1. Sejarah Pondok Pesantren al-Ma’unah Cirebon

Cikal bakal PP al-Ma’'unah adalah berawal dari PRS&ri’ah
yang dipimpin oleh K. Muhammad Amin (1975-2001). nfeatara
keberadaan PP asy-Syariah diawali dari adanya teegipembelajaran
yang menempati sebuah bangunan yang disebut deyggamg dampul,
yang dipelopori oleh K. Ahmad dan KH. Junaed. Kegigpengajian ini
berlangsung sekitar tahun 1950-an. Setelah wafakeyha tokoh ini,
kegiatan pembelajaran dilanjutkan oleh putra KHa&ah yaitu KH.

Abdurrahim?®

Sepeninggal KH. Abdurrahim (w. 1974), kemudian tug#an
tanggung jawab pengajian diteruskan keturunanrgm @ddsar wasiat yang
diberikan kepada putra-putranya. Wasiat KH. Abcumaadalah agar
pengajian di gedung dampul dipertahankan dan dikeghan. Kemudian

oleh K. Muhammad Amin (w. 30 Nov 200%)salah seorang putra KH

7 Wawancara dengan Syafiq, salah seorang putra K Muhammad Amin, tanggal 10
Februari 2010

8 1pid.



Abdurrahim, melanjutkan kegiatan pengajian yangrealini berlangsung,

dan diberi nama PP asy-Syari’ah.

Seiring berjalannya waktu, wasiat dari KH. Abdumahni tidak
berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Birdadternal keluarga
terjadi konflik atas persoalan wasiat tersebut.i&iag Pondok pesantren
terkena imbas dari konflik tersebut, sehingga katean pondok sudah
berada dalam kondisi yang tidak menentu, antaraphan mati. Para
santri tidak menerima pelajaran yang diharapkan siperti terlantar.
Mereka hanya seolah-olah numpang tidur dan mang da dalam

pondok.

Dengan kondisi yang seperti itu, salah seorang man&H.
Abdurrahim, yaitu KH. Bahruddin memisahkan diri idaaktivitas
pesantren asy-Syari'ah dan kemudian mendirikan npesa sendiri.
Pondok Pesantren Tahfidzusy Syari’ah yang lokasberdekatan dengan
asy-Syari'ah, didirikan KH. Bahruddin (tahun 200ahtuk mengatasi
permasalahan pendidikan yang sudah berlangsunguiN&ennyata tidak
lepas dari aral dan rintangan. Dengan i'tikad yaotat, KH. Bahruddin
membawa pesantren Tahfidzusy Syari'ah menjadi bebeeg, sehingga

kapasitas asrama (yang terbuat dari gubuk) untutki slak memadat’

Melihat kondisi fisik pesantren yang memprihatinkasalah
seorang dermawan kemudian tergerak hatinya untuknbaetu. Pada

tahun 2003, H Sama’un mewakafkan sebagian tanabelyas 1.000fMm

1 Wawancara dengan KH Bahruddin Yusuf, tanggal 11 Februari 2010.



untuk kepentingan sebagai sarana pendidikan agaftam.l Bangunan
pesantren yang semula hanya terbuat dari gubu&ntlidengan bangunan
tembok permanen. Oleh KH. Bahruddin, pesantren idaldy Syari’'ah
kemudian diganti nama menjadi Pondok Pesantrenaalhdh (2004),

yang diambil dari nama donatur H. Sama’un sebagaid jasa.

Selain pondok pesantren, kegiatan pendidikan juigentbangkan
dalam bentuk Madrasah Tsanawiyah dan MadrasahA&la’unah, di
bawah kendali KH. Bahruddin YustfKetiga bentuk lembaga pendidikan
ini, pengelolaannya terpusat pada satu tokoh seg#idu KH. Bahruddin

Yusuf.

Pada tahun 2008, KH. Bahruddin Yusuf bermaksud imé&ad
Yayasan al-Ma’unah, untuk menaungi lembaga penaliidikang sudah
ada, agar pengelolaan PP, MTs dan MA al-Ma'unakerdiklikan secara
terpadu. Hanya saja sampai saat ini pengelolaarbdgaslembaga
pendidikan tersebut belum bisa optimal ditangareholyayasan al-
Ma’unah, dengan alasan permasalahan administragily@lum memenuhi

standar untuk menaungi lembaga pendidikan.
2. Kondisi Sosial

Potensi yang ada di Desa Kepuh Kecamatan Palinsalanpaten
Cirebon dan sekitarnya sangat mendukung kebergua@iok pesantren.

Animo masyarakat yang ingin melanjutkan sekolahgdanketerbatasan

8 Ketiga bentuk lembaga pendidikan tersebut, selanjutnya di dalam skripsi ini disebut
Lembaga Pendidikan al-Ma’unah / LP al-Ma’unah



biaya, dan minimnya penguasaan ilmu agama, mendukoaju dan

berkembangnya lembaga pendidikan al-Ma’unah.

Hadirnya Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyaialinah
mendapat respon positif dari masyarakat Desa Kemérdirinya
madrasah ini bertujuan antara lain: untuk mengugayadan mencetak
siswa/santri yang berakhlak al-karimah, bermarifagi nusa, bangsa dan
agama. Atas kesepakatan antara Pengurus Yayasamatiga mayarakat
serta perangkat Desa Kepuh, anak didik / siswa &&adir Aliyah al-

Ma’unah bebas biaya Uang Gedung dan BP3/SPP.

Sampai sekarang MTs dan MA al-Ma’'unah yang telah
menyandang Status Terakreditasi "B”, mengalami keamapesat dengan
jumlah siswa keseluruhan kurang lebih 500 sisweki-({gki dan
perempuan). Sebagian besar siswa MTs dan MA al-Mdvwadalah santri

Pondok Pesantren al-Ma’unah, yang memiliki 550antrs

Secara administratif, Desa Panongan berbatasamu®&hg
a. Sebelah utara : Desa Beran
b. Sebelah selatan : Desa Kepuh
c. Sebelah barat : Desa Cilukrak

d. Sebelah timur : Desa Kepuh

Pondok Pesantren al-Ma’'unah terletak di Desa Pamong

Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Meskipuargedministratif

 Wawancara dengan H. Karyono, Lc., tanggal 10 Februari 2010
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letak PP al-Ma’'unah masuk wilayah Desa Panongamunajauh dari
warga desa setempat, dan justru berdekatan dengegawdesa yang
berbatasan, yaitu Desa Kepuh. Interaksi sosialrkeban Pesantren al-
Ma'unah lebih banyak bersentuhan dengan warga DKsauh.
Masyarakat yang lebih memperhatikan keberadaan dganlpendidikan
dan menggantungkan harapan pendidikan anak-anakapada lembaga

pendidikan tersebut pun banyak dari warga Kepuh.

Pondok Pesantren al-Ma’unah menempati tanah wa&hfas
1.000n7 dari H. Sama’un, yang berbata$4n:
= Sebelah utara : tanah milik Sdr. Jene/Tuba
= Sebelah selatan :tanah milik Ny. Hj. Salamah
= Sebelah barat : tanah Titisara

= Sebelah timur : tanah milik Ny. Hj. Salamah

Di atas tanah tersebut, didirikan Pondok Pesarirdfa’'unah, dan
bangunan-bangunan lain yang menunjang, terdiri’dari
- Asrama Pultri : 3x40f
- AsramaPutra  :7x5Mm

- Ruang Pengurus . 4x4m

- Mushalla - 12x12m
- MTs - 7x65 M
- MA - 8x12nt

# Dokumen Ikrar Wakaf

% Wawancara dengan KH. Bahruddin Yusuf, tanggal 11 Februari 2010



- Kolam : 20x30mM

. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren al-Ma’unah

Sebagaimana yang dialami oleh tiap-tiap lembagadigiéan
bahwa sarana pendidikan merupakan kebutuhan utstagun mengenai
fasilitas Pesantren al-Ma’'unah dalam rangka memgnjpelaksanaan

proses belajar mengajar adalah sebagai beffkut:

- Ruang belajar mengajar

- Kantor (Pondok Pesantren, MTs, MA)
- Aula Pondok Pesantren

- Mushalla

- Perpustakaan

- UKS

- Gudang

- Kamar Mandi / WC

- Laboratorium.
. Pengurus / Pengelola Lembaga Pendidikan al-Ma’'unah
a. Yayasan al-Ma’'unah

Yayasan yang diharapkan nantinya bisa menaungi dgeb
pendidikan yang didirikan oleh KH. Bahruddin Yuswusunan

pengurusnya adalah sebagai berikut:

% Wawancara dengan H Imron Rosyadi, Lc. (Ketua Yayasan), tanggal 10 Februari 2010.
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Penanggung Jawab : H. Bahruddin Yusuf

Ketua . H. Imron Rosyadi, LC.
Sekretaris . Anisah

Bendahara . H. Karyono, LC.
Humas : Nurhakim, S.Fil.l.
Seksi Pendidikan ~ :  H. Abdul Hakif#.

b. Madrasah Tsanawiyah al-Ma’unah

Untuk pengelolaan Madrasah  Tsanawiyah, susunan

pengurusnya adaldfi:

Kepala MTs :  Budi Hartanto, S.Pd.I.
Bendahara . H. Karyono, LC.

Tata Usaha : Solikhin

Waka Kesiswaan : Muslicha Ahmad, S.H.I.
Waka Kurikulum : Drs. Khamim Ismail
Waka Sarpras : H. Imron Rosyadi, LC.

c. Madrasah Aliyah al-Ma’unah
Pengelolaan MA al-Ma’unah adalah sebagai befikut:

Kepala MA . Drs. Sodikin T

¥ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisah, salah seorang pengurus Yayayasan,
tanggal 12 Februari 2010.

8 Berdasarkan pengamatan di papan susunan pengurus MTs al-Ma’unah, yang

didampingi oleh Solikhin, TU MTs, tanggal 12 Februari 2010.

¥ Berdasarkan pengamatan di papan susunan pengurus MA al-Ma’unah, yang

didampingi oleh Makhrus, TU MA, tanggal 12 Februari 2010.
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Bendahara : Nurhakim, S.Fil.l.

Tata Usaha . Makhrus

Waka Kesiswaan . Ilda Farida, S.Pd.I.
Waka Kurikulum : Mukti Ali Fauzi, S.Pd.l.
Waka Sarpras - H. Imron Rosyadi, LC.

B. Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok PesantrakMa’unah
1. Proses Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Wakaf

Bermula dari keadaan yang seadanya, Pondok Peasaatre
Ma'unah (sebelumnya bernama PP asy-Syari'ah) keanudnendapat
perhatian dari seorang dermawan yang mewakafkaahtg@a untuk
kepentingan sarana pendidikan agama Islam. Padmahkr27 Januari
2003, selakuwakif, H. Sama’'un memberikan sebidang tanah tersebut
untuk pengembangan pesantren tersebut seluas P.O0@&rah terima
mauquf antarawakif dengannadzir, telah dicatatkan di Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Palimandn.

Nadzir sebagai pengelofaauqufdalam hal ini merupakanadzir
perorangan, yang terdiri terdiri d&ti:
Ketua : KH. Bahruddin Yusuf

Anggota : Abdul Hakim

% Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, Salinan Akta lkrar Wakaf Nomor

W.2/33/K.15/1V/2003.

o Sertipikat Tanah Wakaf No. 180, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, 7 Januari
2006
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Anggota : H. Imron Rosyadi, Lc
Anggota : Farchatullaely Rosyadi

Anggota : Mu'minah

Oleh karena itu, di dalam pencatatan ikrar, ditestuperuntukannya yaitu

sebagai sarana pendidikan agama Islam.

Harta wakaf berupa tanah yang diterima dari wakédlah
digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan agatae,lsantara lain
untuk Pondok Pesantren al-Ma’'unah, Madrasah Tsgahwal-Ma'unah
dan Madrasah Aliyah al-Ma’'unah. Dalam pelaksanaamgglolaan harta
wakaf untuk lembaga pendidikan tersebuiadzir membagi tugas

pengelolaan kepada pihak-pihak yang dianggap mampu.

Dari seluruh keanggotaanadzir di atas adalah dari kalangan
keluarga sendiri. Oleh karena nadzir terdiri dabdrapa anggota, maka
pengelolaan sebagian harta wakaf didelegasikardikepara anggota yang
ada. Di samping itu, ada pihak keluarga dari mauglaih (bukan
merupakan nadzir) yang menerima pendelegasian lkgan mengelola
sebagian harta wakaf tersebut. Di antara keluaagg Ypukan nadzir tetapi
menerima wewenang mengelola harta wakaf adalah &tyddo, Lc

sebagai pengelola MTs dan MA al-Ma’unah.

Di sini peran H. Karyono, Lc sangat berpengaruhamakegala

urusan yang berhubungan dengan pengelolaan hakiaf.Waik urusan
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internal maupun eksternal kelembagaan pendidikaMa&inah hampir

seluruhnya ditangani oleh dia.

Selain H. Karyono, LC., H. Imron Rosyadi juga mekniperan
yang besar dalam pengelolaan harta wakaf, yangasskbasus mengelola
Pondok Pesantren al-Ma'unah. Sementara KH. Bahmuddisuf selaku

Ketua Nadzir justru tidak banyak terlibat di dalgmsecara langsurig.

Sedangkan pengelolaan keuangan dari seluruh alstivii
lingkungan lembaga pendidikan al-Ma'unah, tugas Hewenangannya

ditangani oleh:

- Abdul Hakim, untuk keuangan Pondok Pesantren; dan

- Nur Hakim, untuk keuangan MTs dan MA.

Di mana keduanya saling berkoordinasi satu sanmadaiam hal
penerimaan dana sumbangan, menyusun anggaran sperpanfaatan

keuangan.

Adanya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaaa hakaf
tersebut, kepada penerima wewenang (wakil), adataik meringankan
tugas pengelolaan wakaf olefadzir® Mengingat keberadaan lembaga
pendidikan al-Ma’'unah yang semakin berkembang,jrdirsadzir merasa
tidak mampu, jika mengelola keseluruhan harta wade@guai dengan

peruntukannya secara langsung. Penunjukan kepadakanekarena

> Wawancara dengan H. Karyono, Lc., tanggal 10 Februari 2010.
* Ibid.
* Wawancara dengan KH Bahruddin Yusuf, tanggal 11 Februari 2010.



mereka dianggap mampu dan cakap dalam menjalanik@s tanggung

jawab pengelolaan.
2. Skema Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Wakaf

Kronologi terjadinya proses pelimpahan wewenanggpektaan
harta wakaf di Pondok Pesantren al-Ma’'unah Cirelika, digambarkan

dalam skema adalah sebagai berikut:

WAKIF
H. SAMA'UN
AKTA IKRAR Sebidang tanah
WAKAF seluas 1.000fm

Ketua :KH. Bahruddin Yusuf
Anggota : Abdul Hakim
Anggota : H. Imron Rosyadi, Lc
Anggota : Farchatullaely Rosyad
Anggota : Mu’minah

Il Iyl iy

YAYASAN AL-MA'UNAH
PP AL-MA’'UNAH
MTs AL-MA'UNAH
MA AL-MA'UNAH

IXi



BAB IV
ANALISIS PENDELEGASIAN PENGELOLAAN WAKAF

DI PONDOK PESANTREN AL-MA'UNAH CIREBON

A. Analisis tentang Pendelegasian Pengelolaan Wakaf Biondok Pesantren

al-Ma’unah Cirebon

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006argnt
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 nggni&akaf
ditegaskan bahwaadzir mencakup tiga macamadzir perseorangamadzir

organisasi danadzirbadan hukunt®

Adanya nadzir dimaksudkan untuk mengelola (memeihdan
menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan p&ammya sebagaimana
amanat dari wakif. Dalam hal ini, si wakif yaitu Bama’'un mewakafkan
tanahnya seluas 1.006rantuk keperluan pengembangan pendidikan agama
Islam. Oleh karena itu, sebidang tanah yang digarableh H Sama’un hanya
boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraamgy yoerhubungan

dengan pendidikan agama Islam.

Dalam hal proses perwakafan di Pondok Pesantredaainah,

ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaraamyara adalah:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan, yaitu H. Sama’un.

% Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.AgWakaf ProduktifBandung: Simbiosa Rekatama Media,
2008, him. 153.
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Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, ifwadrseorangan
harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal satlak terhalang
melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah hartaddbemakaf. H

Sama’un selaku wakif tidak ada masalah dalam hal in

2. Mauquf ‘alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada e
memaknai sebagaiadzir. Di dalam Ikrar Wakaf, disebutkan bahwa wakaf
dimaksudkan untuk pengembangan sarana pendidikamaad¢slam. Dan
kemudian, sekarang di atas tanah wakaf telah katirbangunan Pondok
Pesantren yang dilengkapi MTs dan MA oleh KH Baldmd/usuf selaku
ketua nadzir. Ketiga lembaga pendidikan tersebutupakan sarana

pendidikan agama Islam.

3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakada nadzir

yaitu berupa sebidang tanah seluas 1000

4. Shighat adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tdrsibah
dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumeiktas oleh Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Palimanan Katemp@irebon.

Harta berupa sebidang tanah yang diwakafkan olehkif
diserahterimakan kepada KH. Bahruddin Yusuf sebkgaia Nadzir. Ada 4
(empat) anggota nadzir lainnya yang ikut membanitlu Bahruddin Yusuf,
dalam pengelolaan wakaf. Harta yang sudah diwakaskalah tidak menjadi
milik siapa-siapa kecuali milik Allah. Wakif sudaidak memiliki urusan

apapun terhadap harta wakaf, kecuali hanya akanpereteh pahalanya.
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Nadzir juga tidak berhak memiliki harta waka tergebkecuali hanya

mengemban amanah dari wakif sebagaimana disetarhdsita Ikrar Wakaf.

Selaku nadzir di sini adalah KH. Bahruddin Yusufe{a); Abdul
Hakim (Anggota); H. Imron Rosyadi, Lc (Anggota);tétzatullaecly Rosyadi

(Anggota); Mu'minah (Anggota).

Harta wakaf telah digunakan untuk keperluan pemgglaraan
pendidikan agama Islam, yaitu meliputi Pondok Peeanal-Ma’'unah, yang
dilengkapi MTs al-Ma’'unah dan MA al-Ma’'unah. Untylertama kalinya,
Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yangkdid di atas tanah
wakaf tersebut, yaitu pada tahun 2004 setelah paitian 2003 menerima
harta wakaf dari H Sama’'un. Kemudian menyusul MBs dMA untuk
melengkapi kegiatan pengajaran agama Islam dilingan Pondok Pesantren

al-Ma’unah.

Seiring dengan berkembangnya lembaga pendidikarseliet,
permasalahan semakin kompleks, sehingga membuttdkaga-tenaga untuk
mengembangkannya, atau menjaga amanah sesuai deeagsarukan harta
wakaf tersebut. Anggota nadzir yang menerima amaveltaf ini, masing-
masing telah menempati posisi untuk menjalankamasiogp. Sebagaimana
dalam Struktur Organisasi Yayasan, MTs maupun MMalunah, masing-

masing anggota nadzir memegang perannya sebagaitber

1. Abdul Hakim, selain memegang peranan sebagai pesg@yasan, juga

diserahi tugas sebagai pengelola keuangan PondaktPen al-Ma’unabh.
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2. H Imron Rosyadi, merupakan Wakil Kepala Sarana Eeasarana MTs

sekaligus MA al-Ma’unah.

3. Farchatullaely Rosyadi dan Mu’minah, tugas-tugasrigak secara

spesifik tercantum dalam struktur organisasi.

KH. Bahruddin Yusuf selaku Ketua Nadzir, kemudiaenmbagi tugas-
tugas pengelolaan lembaga pendidikan yang ada.gcmamg yang ditunjuk
untuk membantu mengelola hasakaf ini terdapat orang di luar anggota
nadzir. Di antara beberapa orang yang berperard ditam pengelolaan

waakaf di atas adalah:

=

H. Karyono, Lc., sebagai Bendahara Yayasan dan@emd MTs;
2. Nur Hakim, sebagai Bendahara MA dan sebagai Hfagasan;
3. Anisah, sebagai Sekretaris Yayasan;

4. Budi Hartanto, sebagai Kepala Madrasah MTs;

5. Solikhin, sebagai TU MTs

6. Muslicha Ahmad, sebagai Waka Kesiswaan MTs

7. Khamim Ismail, sebagai Waka Kurikulum MTs

8. Makhrus, sebagai TU MA

9. Ida Farida, sebagai Waka Kesiswaan MA

10. Mukti Ali Fauzi, sebagai Waka Kurikulum MA.

Di antara orang yang ditunjuk tersebut di atas,gyamasuk dalam

jajaran keanggotaan nadzir adalah H. Imron Rosyki Abdul Hakim.
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Sedangkan yang lain merupakan orang-orang yangndaé ini menerima

kewenangan dari sebagian tugas-tugas nadzir.

Pembagian tugas-tugas di atas, disebut pendelag&si@enangan,
yaitu pelimpahan kewenangan untuk melakukan atkak tnelakukan sesuatu
yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahamuiée Ibnu Qudamah,
praktek yang demikian ini diperbolehkan. Namun hmdngelolaan yang
diberikan kepada seorang wakil tidak berpengarutapgak yang memberi
wewenang. Dia tetap boleh ikut serta dalam pengatolwakaf, meskipun

sudah ada wakilnya.

Kewenangan yang diserahkan kepada H. Karyono, bcHlalmron
Rosyadi (sebagai wakil) memiliki peran yang besaamh pengelolaan harta

wakaf. Keduanya adalah menantu KH. Bahruddin Yusuf.

Pembagian tugas pengelolaan harta wakaf, baik gayumpakan untuk
pendidikan Pondok Pesantren, Madrasah TsanawiyahMiarasah Aliyah
(al-Ma’unah), adalah untuk mengoptimalkan pemaafaaharta wakaf.
Meskipun pendelegasian wewenang sudah dilaksanikdgada pihak lain,
namun nadzir tetap yang bertanggung jawab melapgrkéaksanaan kepada
BWI (sebagaimana UU No.41 tahun 2004 pasal 11 had)iaMereka ini juga
yang bertanggung jawab secara moral terhadap nasyadan khususnya

wakif.

Penyerahan tugas kepada pihak lain (di luar anggwdzir),

merupakan solusi terbaik dalam penyelenggaraanet@agn harta wakaf,
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sehingga penyerahan tugas (pendelegasian) ini dikajapengelolaan harta

wakaf lebih optimal.

. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendelegasia Kewenangan

Wakaf di Lembaga Pendidikan Al-Ma’'unah Cirebon

Nadzir dalam satu kesatuan memiliki tugas yanghtelatur dalam
UU No. 41 tahun 2004 yang tertuang dalam pasabBgtlangkan pembagian
(distribusi) tugas secara rinci tidak diatur diadahya. Salah satu tugas nadzir
adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaga( 11 bagian c). Di
sini, oleh nadzir, harta benda wakaf dikelola dé&emibangkan sesuai dengan
peruntukannya, yaitu untuk pengembangan pendidikmma Islam. Maksud
dan tujuan wakif menyerahkan tanahnya, adalah suphkelola sebaik-

baiknya untuk keperluan pengembangan pendidikamagdsiam.

Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadia&if maupun
nadzir, tetapi menjadi milik Allah. Nadzir yang negima harta wakaf,
posisinya adalah sebagai pengelola yang bertanggwap untuk mengelola

dan mengembangkan sesuai dengan amanat wakif.

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta demdkaf
sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannyal(g&sUU No 41/2004),

dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syaaahl @3 (1)).

Kemudian, di dalam pelaksanaannya, nadzir telah gelelanya

dengan cara membagi tugas kepada anggota nadzaraSbersama-sama
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mereka menjalankan tugasnya untuk mengelola lempagdidikan agama
Islam yang sudah didirikan baik sebelum adanya fvakaupun sesudah
menerima tanah wakaf. Selain itu, pihak lain selamggota nadzir juga
ditunjuk dan dipercaya di dalam pengelolaan hagkaivitersebut. Penunjukan
ini dimaksudkan untuk meringankan tugas-tugas madiziam pengelolaan
harta wakaf untuk lembaga pendidikan yang ada. npelan tugas
pengelolaan ini dilakukan, jika tidak untuk kepagtn pribadi atau keluarga,
maka hal ini bisa dibenarkan sepanjang memenulsyaeatan sebagaimana

yang disyaratkan bagi nadzir.

Namun, permasalahannya jika pelimpahan ini dimakasuduntuk
kepentingan pribadi dan keluarga, maka yang demikm tidak boleh.
Mengingat harta wakaf di sini, oleh wakif diperukitean sebagai sarana
pendidikan agama Islam (sebagaimana disebut dal@mwakaf), maka tidak
boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupuluakga. Nadzir dan
pihak keluarga nadzir, tidak boleh memanfaatk@uqufuntuk kepentingan

lain.

Pada dasarnya pelimpahan wewenang hukumnya baléadaekan al-
Quran, Hadits dan konsensus ulama (ijjma’). MenatiKasanyal-wikalah
(pendelegasian wewenang) berarti pemeliharaanp&tajagaan; dan sandaran
dan penyerahan. Menurut al-Kabisi yang dimaksudyaermperwakilan adalah
menempatkan orang lain sebagai ganti dirinya dataetakukan berbagai

prosedur yang boleh dilakukan dan boleh diketahui.
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Ayat al-Quran yang digunakan sebagai dasar hukwlmpahan

wewenang adalah QS at-Taubah ayat 60 dan QS al-&ytf19:

g

e Al o g K ot iy o 5 ol

460} .5

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalatulkurdrang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, parallai yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, oraramg yang
berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yangasg dalam
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwaajiltlah; dan
AII%Q Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at{ah, 9:
60)

£19% ...0a) ) ois 2555 28061 6.

Artinya: ...Maka suruhlah salah seorang di antaralkkpergi ke kota dengan
membawa uang perakmu ini... (QS al-Kahfi, 18:°19)

Dalam kaitannya dengan wakaf, Ibnu Qudamah berpetndaahwa
perwakilan dibolehkan dalam hahawalah (pemindahan utang)rahn
(penggadaian), dhaman (jaminan) dan kafalah (tanggungan), syirkah
(koperasi/persekutuankadi’ah (penitipan) mudharabahbagi hasil)ji'alah,
musagah ijarah (penyewaan),qardh (pinjaman), shulhu (perdamaian),

wasiat hibah wakaf sedekahfasakh(pembatalan) daibra’ (pembebasan).

% Departemen Agama Rbp.cit, him. 288
" Departemen Agama Rbp.cit, him. 446

IXix



Sebab semuanya itu bisa disamakan dengan jualybei membolehkan

perwakilan.

Kemudian dalam Pasal 11 Undang-undang PengelolaaiAféimor
46 tahun 1970 dinyatakan, bagi pengelola dengasepguan Kantor Wakaf
berhak untuk mengangkat satu wakil atau lebih dafaemgelola dan dia

menanggung gaji mereka.

Para fugaha telah sepakat bahwa nadzir berhak nikaralsebagian
pekerjaan atau keseluruhan dari pengelolaan hakafwkepada orang lain.
Hanya saja sebagian fugaha membatasi, nadzir biolek mewakilkan urusan
pengelolaan wakaf, jika wakif mensyaratkan untulkaksanakan pengelolaan
wakaf secara langsung oleh dirinya dan dia dilaranguk mewakilkan

sebagian atau keseluruhan pengelolaan wakaf kepadg lain’®

Oleh karena di dalam Ikrar Wakaf H Sama’un selakakifvtidak
menyebutkan syarat apapun yang dibebankan kepadizir,namaka
pelimpahan yang dilakukan KH. Bahruddin Yusuf meropagakan H.
Karyono, Abdul Hakim, dan Nur Hakim, tidak bisa elimasalahkan. Terlebih
lagi jika maksud dan tujuan dari pihak nadzir maidan mereka adalah untuk
ikut serta meringankan beban pengelolaan lembagdigikan Islam. Dalam
hal ini, mereka yang ditunjuk adalah sebagai pela&s teknis yang
bertanggung jawab kepada nadzir. Kemudian nadzitatggung jawab

kepada Badan Wakaf Indonesia.

% Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabigjukum Wakaf(terj.), Ciputat: IMaN Press,
2004, him. 453
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Pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang tarfdindok Pesantren al-
Ma'unah Cirebon adalah suatu bentuk strategi nadmtuk mengoptimalkan

pengelolaan wakaf sehingga dapat mencapai tujukafwasuai syari’at.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta wakaf yang diserahterimakan dari wakif kepadalzir, telah
dicatatkan dalam Akta lkrar Wakaf. Kemudian nadnengelola harta
wakaf tersebut untuk pengembangan pendidikan agafae, berupa
Pondok Pesantren, MTs dan MA al-Ma’unah. Dalam pkigan semua
lembaga pendidikan yang ada, pihak nadzir kemuaienunjuk beberapa
orang untuk ikut membantu dalam pengembangannydaliestruktur

organisasi pada Yayasan, MTs dan MA, mereka dikagadalam

2. Pendelegasian wewenang wakaf pada dasarnya bapanjang wakif
tidak mensyaratkan untuk melaksanakan pengelolaakafw secara
langsung oleh dirinya dan dia dilarang untuk melaki sebagian atau
keseluruhan pengelolaan wakaf kepada orang laieh @larena yang
terjadi di Pondok Pesantren al-Ma’'unah nadzir (dafskta Ikrar Wakarf)
tidak dibatasi dalam hal mewakilkan urusan pengalolwakaf kepada
pihak lain, maka nadzir memiliki kewenangan mengketékan sebagian
atau keseluruhan pengelolaan harta wakaf. Pelaksapandelegasian

kewenangan yang terjadi di Pondok Pesantren al-hddiCirebon adalah
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suatu bentuk strategi nadzir untuk mengoptimalkangplolaan wakaf

sehingga dapat mencapai tujuan wakaf sesuai syari'a

B. Saran-saran

1. Untuk kesejahteraan umat, dan untuk menjaga keabamiyjama Islam,
seyogyanya para aghniya’ (orang kaya) mentasyamufiebagian harta

benda untuk kepentingan Islam dan sosial, dengarveakaf.

2. Harta wakaf yang dikembangkan hendaknya diseralikegrada pihak-
pihak (nadzir) yang memiliki amanah, sehingga pkigen dan

pengembangannya bisa dilaksanakan secara optisuai seengan tujuan.

3. Nadzir, yang menerima amanah mengelola harta waafaiknya
menyusunjob description (pembagian tugas) dan menggunakan sistem

manajemen terbuka.

4. Jika diperlukan adanya pelaksana teknis dalam pelaga harta wakaf,

sebaiknya nadzir menunjuk orang-orang yang atdiadingnya.

C. Penutup

Akhirnya sebagai rasa syukur atas selesainya prpseyusunan
skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur Alhauilah ke Hadirat llahi
Rabb. Sebab apapun yang penulis lakukan untuk rsanyskripsi ini tidak

lepas dari bimbingang-Nya. Sehingga penulis merndaesatolongan dan
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memiliki kemampuan sederhana untuk menyusun skaiggiah semata-mata

dari Allah SWT.

Sungguhpun demikian, penulis sadar bahwa hasil liganu ini
merupakan upaya penulis yang tentunya masih jatilkdsempurnaan yang
sebenarnya. Oleh karena itu penulis selalu memdepada Allah untuk

senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik danatiddya. Amin.

Kemudian penulis juga menyampaikan ungkapan rasanaekasih
kepada semua pihak yang telah membantu kelancaakam dpenyusunan
skripsi ini, baik secara materiil maupun secaraiim@&enulis hanya bisa

berdoa semoga yang mereka lakukan menjadi amashal

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bissmiawa manfaat

bagi penulis khususnya, dan juga pembaca pada ugaumn
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SARANA DAN PRASARANA

PONDOK PESANTREN AL-MA’'UNAH CIREBON *°

NO SARANA/RUANGAN JUMLAH |KET KONDISI
1 Ruang belajar mengajar 6 ruang Umum Baik
2 Kantor 2 ruang PP Baik
3 Kantor 1 ruang MTs Baik
4 Kantor 1 ruang MA Baik
5 | Aula 2 PP Baik
6 | Mushalla 1 Umum  Baik
7 Perpustakaan 1 ruang Umum Baik
8 Lapangan 1 ruang Umum Baik
9 UKS 1 ruang Umum  Baik
6 | Gudang 1 ruang Umum Baik
7 | WC / Kamar mandi 6 ruang Umum Baik
8 | Laboratorium 1 Umum  Baik
9 Koperasi 1 Umum  Baik

* Wawancara dengan H Imron Rosyadi, Lc. (Ketua Yayasan), tanggal 10 Februari 2010.
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